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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga buku ajar yang berjudul “Tata Kelola Pertahanan Negara” ini 

dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini dimaksudkan 

sebagai sumber pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, 

peneliti, serta praktisi yang menaruh perhatian pada bidang pertahanan negara, 

khususnya dalam aspek tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. 

Dalam konteks dinamika global dan tantangan keamanan yang semakin 

kompleks, tata kelola pertahanan negara menjadi isu strategis yang menuntut 

pemahaman komprehensif dan multidisipliner. Pertahanan negara tidak lagi 

dipahami semata-mata sebagai kekuatan militer, melainkan juga mencakup 

kebijakan publik, kelembagaan, manajemen sumber daya, kepemimpinan, serta 

sinergi antara aktor negara dan nonnegara. Oleh karena itu, buku ajar ini disusun 

untuk memberikan landasan konseptual, normatif, dan praktis mengenai 

bagaimana sistem pertahanan negara dikelola secara profesional dan 

berkelanjutan. 
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BAGIAN I 

FONDASI TATA KELOLA DAN REFORMASI SEKTOR 

KEAMANAN 

BAB 1 

PENGANTAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SEKTOR 

KEAMANAN 

 

A. Capaian Pembelajaran Bab 

Selamat datang di bab pembuka buku ajar "Tata Kelola Pertahanan Negara". Bab 

ini dirancang untuk memberikan fondasi konseptual yang kokoh bagi para 

mahasiswa dan pembaca sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih 

mendalam mengenai isu-isu spesifik dalam tata kelola pertahanan. Sebagai pilar 

utama dalam studi keamanan dan pemerintahan, pemahaman mengenai prinsip-

prinsip dasar tata kelola, struktur negara, dan esensi kekuasaan menjadi prasyarat 

mutlak. Tanpa pemahaman ini, analisis terhadap kebijakan pertahanan, reformasi 

sektor keamanan, maupun hubungan sipil-militer akan kehilangan konteks dan 

kedalaman analitisnya. 

Oleh karena itu, bab ini akan memandu pembaca untuk menelusuri akar-akar 

teoretis yang membentuk cara kita memandang negara dan pemerintahannya. 

Kita akan memulai dengan membedah konsep paling fundamental dalam ilmu 

politik, yaitu kekuasaan, wewenang, dan legitimasi. Selanjutnya, kita akan 

mengkaji bagaimana berbagai bentuk negara dan sistem pemerintahan di dunia—

seperti negara kesatuan versus federal, atau sistem presidensial versus 

parlementer—menciptakan kerangka kerja yang unik dan memberikan implikasi 

yang berbeda terhadap cara sektor pertahanan diorganisir dan dikelola. 

Pemahaman ini krusial karena arsitektur pertahanan sebuah negara tidak lahir 

dalam ruang hampa; ia merupakan produk dari pilihan-pilihan konstitusional dan 

politik yang mendasar. 
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Pada bagian akhir bab, kita akan beralih ke paradigma tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance). Konsep yang menjadi standar global dalam 

administrasi publik modern ini akan kita urai ke dalam prinsip-prinsip dasarnya, 

seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Lebih 

penting lagi, kita akan mulai menjembatani prinsip-prinsip universal tersebut 

dengan konteks spesifik sektor pertahanan, sebuah sektor yang secara historis 

sering kali dianggap tertutup dan kebal dari pengawasan publik. Dengan 

demikian, bab ini tidak hanya memberikan landasan teoretis, tetapi juga 

membangun kerangka berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menganalisis tata 

kelola pertahanan di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan dan membedakan konsep-konsep fundamental dalam ilmu 

politik, meliputi kekuasaan (power), wewenang (authority), dan 

legitimasi (legitimacy), serta mengaitkannya dengan peran negara. 

2. Menganalisis perbedaan mendasar antara berbagai bentuk negara 

(kesatuan dan federal) dan sistem pemerintahan (presidensial dan 

parlementer). 

3. Mengidentifikasi dan menguraikan implikasi dari pilihan bentuk negara 

dan sistem pemerintahan terhadap struktur dan tata kelola organisasi 

pertahanan nasional. 

4. Memahami secara komprehensif prinsip-prinsip utama tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dirumuskan 

oleh lembaga-lembaga internasional. 

5. Merumuskan argumen awal mengenai relevansi dan tantangan penerapan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks sektor pertahanan 

yang unik. 

 

Materi Ajar 

B. Tinjauan Konseptual: Kekuasaan, Negara, dan Pemerintahan 

Setiap diskusi mengenai tata kelola, baik pada level negara maupun pada sektor 

spesifik seperti pertahanan, harus dimulai dari pemahaman terhadap konsep yang 

paling mendasar: kekuasaan. Kekuasaan adalah inti dari politik dan 
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pemerintahan. Ia adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain, 

baik melalui persuasi, insentif, maupun paksaan, untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam konteks negara, kekuasaan ini dilembagakan dan dijalankan oleh 

pemerintah. Sektor pertahanan, dengan angkatan bersenjatanya, merupakan 

manifestasi paling nyata dari kekuasaan negara yang bersifat memaksa (coercive 

power). Namun, kekuasaan yang mentah dan tanpa batas bukanlah fondasi yang 

stabil bagi sebuah negara modern dan demokratis. Agar efektif dan 

berkelanjutan, kekuasaan perlu diolah menjadi wewenang yang sah atau legitim. 

1. Konsep Kekuasaan, Wewenang, dan Legitimasi Politik 

Dalam studi sosiologi dan ilmu politik, pembedaan antara kekuasaan (Macht) 

dan wewenang atau dominasi (Herrschaft) yang digagas oleh Max Weber 

(1922/1978) menjadi sangat fundamental. Weber mendefinisikan kekuasaan 

sebagai "kemungkinan untuk memaksakan kehendak sendiri di dalam suatu 

hubungan sosial sekalipun berhadapan dengan perlawanan, dan apa pun dasar 

dari kemungkinan ini." Definisi ini menyoroti aspek paksaan dan potensi konflik. 

Seseorang atau sebuah lembaga dapat memiliki kekuasaan tanpa harus 

mendapatkan persetujuan dari pihak yang dikuasai. 

Di sisi lain, wewenang (sering diterjemahkan sebagai dominasi atau otoritas) 

adalah bentuk kekuasaan yang lebih stabil karena didasarkan pada keyakinan 

pihak yang diperintah bahwa perintah yang diberikan adalah sah dan patut untuk 

ditaati. Dengan kata lain, wewenang adalah kekuasaan yang dilegitimasi. 

Legitimasi inilah yang mengubah kepatuhan dari sekadar keterpaksaan menjadi 

sebuah kewajiban yang diterima secara sukarela. Tanpa legitimasi, pemerintah 

harus terus-menerus mengandalkan alat-alat koersif untuk mempertahankan 

kekuasaannya, sebuah kondisi yang tidak efisien dan rentan terhadap gejolak 

(Beetham, 2013). 

Weber (1922/1978) mengidentifikasi tiga tipe ideal wewenang yang didasarkan 

pada sumber legitimasinya: 

1. Wewenang Tradisional: Legitimasi bersumber dari tradisi, adat istiadat, 

dan kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tatanan yang sudah 

ada sejak lama. Contohnya adalah kekuasaan seorang raja dalam sistem 

monarki yang diwariskan secara turun-temurun. Kepatuhan diberikan 

bukan kepada aturan, melainkan kepada figur sang penguasa. 
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2. Wewenang Karismatik: Legitimasi bersumber dari kualitas pribadi yang 

luar biasa, pesona, kepahlawanan, atau kesucian seorang individu 

pemimpin. Pengikutnya patuh karena keyakinan personal dan pengabdian 

emosional terhadap sang pemimpin. Wewenang jenis ini sangat kuat 

namun rapuh, karena sangat bergantung pada keberadaan sang individu 

dan seringkali menghadapi masalah suksesi. 

3. Wewenang Rasional-Legal: Legitimasi bersumber dari kepercayaan 

terhadap legalitas atau keabsahan aturan-aturan formal dan hak mereka 

yang diangkat berdasarkan aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. 

Ini adalah basis wewenang dalam negara modern, birokrasi, dan sistem 

hukum. Kepatuhan tidak diberikan kepada individu, melainkan kepada 

jabatan dan seperangkat aturan impersonal yang berlaku sama bagi semua 

orang. 

Negara modern, dengan aparat birokrasi dan militernya, beroperasi di atas 

fondasi wewenang rasional-legal. Tentara patuh kepada presiden atau perdana 

menteri bukan karena kualitas personalnya (karismatik) atau karena garis 

keturunannya (tradisional), melainkan karena konstitusi dan undang-undang 

(rasional-legal) memberikan jabatan tersebut wewenang sebagai panglima 

tertinggi. 

Dengan demikian, legitimasi politik dapat diartikan sebagai pengakuan dan 

penerimaan masyarakat terhadap hak sebuah rezim atau pemerintah untuk 

memerintah (Gilley, 2009). Legitimasi ini tidak hanya penting bagi pemerintah 

sipil, tetapi juga krusial bagi institusi pertahanan. Di negara demokrasi, 

legitimasi militer tidak hanya berasal dari kemampuannya untuk menjalankan 

fungsi pertahanan secara efektif, tetapi juga dari ketundukannya pada supremasi 

sipil yang dipilih secara demokratis dan kepatuhannya terhadap hukum nasional 

dan internasional (Bruneau & Trinkunas, 2006). Ketika militer bertindak di luar 

kerangka hukum atau menentang otoritas sipil yang sah, ia kehilangan 

legitimasinya di mata publik, yang dapat memicu krisis politik dan 

ketidakstabilan. Oleh karena itu, seluruh bangunan tata kelola pertahanan 

modern bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer yang 

luar biasa senantiasa berada dalam koridor wewenang rasional-legal dan 

memiliki legitimasi politik yang kuat. 
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2. Bentuk Negara (Kesatuan vs. Federal) dan Bentuk Pemerintahan 

(Presidensial vs. Parlementer) 

Struktur fundamental sebuah negara secara langsung memengaruhi bagaimana 

kekuasaan didistribusikan dan dijalankan, termasuk dalam sektor pertahanan. 

Dua pembedaan utama yang perlu dipahami adalah antara bentuk negara 

kesatuan dan federal, serta antara sistem pemerintahan presidensial dan 

parlementer. 

Bentuk Negara: Kesatuan vs. Federal 

Pembedaan utama antara negara kesatuan (unitary state) dan negara federal 

(federal state) terletak pada lokus atau pusat kedaulatan. 

• Negara Kesatuan: Dalam negara kesatuan, kedaulatan bersifat tunggal 

dan tidak terbagi, berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat 

memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur seluruh wilayah negara. 

Meskipun pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian 

kekuasaannya kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) 

melalui proses desentralisasi atau otonomi daerah, wewenang tersebut 

pada hakikatnya adalah pemberian dari pusat dan dapat ditarik kembali. 

Indonesia adalah contoh klasik negara kesatuan, di mana urusan-urusan 

strategis seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, dan 

yustisi mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat (Republik 

Indonesia, 2002, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Sebagian besar 

negara di dunia, seperti Prancis, Jepang, dan Tiongkok, juga merupakan 

negara kesatuan. 

• Negara Federal: Dalam negara federal, kedaulatan terbagi antara 

pemerintah federal (pusat) dan pemerintah negara bagian (constituent 

states). Pembagian kekuasaan ini diatur secara tegas dalam konstitusi dan 

tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah federal. Negara-negara 

bagian memiliki otonomi yang sangat luas dan memiliki konstitusi serta 

struktur pemerintahannya sendiri. Amerika Serikat, Jerman, Australia, 

dan Malaysia adalah contoh negara federal. Dalam sistem ini, meskipun 

pertahanan nasional secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah 

federal, negara bagian seringkali memiliki unit-unit militer atau 

paramiliter sendiri (misalnya, National Guard di Amerika Serikat) yang 
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memiliki fungsi ganda, baik untuk kebutuhan negara bagian maupun 

sebagai cadangan federal. 

Perbedaan ini memiliki implikasi penting. Di negara kesatuan, rantai komando 

dan kebijakan pertahanan cenderung lebih terpusat dan seragam. Sementara di 

negara federal, bisa muncul kompleksitas dalam koordinasi antara kebijakan 

pertahanan federal dengan isu-isu keamanan di tingkat negara bagian (Stepan, 

2001). 

Sistem Pemerintahan: Presidensial vs. Parlementer 

Pembedaan ini didasarkan pada hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif 

dan legislatif. 

• Sistem Presidensial: Dalam sistem ini, terdapat pemisahan kekuasaan 

(separation of powers) yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Kepala 

negara dan kepala pemerintahan berada di tangan satu orang, yaitu 

presiden, yang dipilih secara langsung oleh rakyat (atau melalui dewan 

elektoral) untuk masa jabatan yang tetap (fixed term). Presiden dan 

kabinetnya tidak berasal dari dan tidak bertanggung jawab kepada 

parlemen. Parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden di tengah masa 

jabatannya kecuali melalui mekanisme luar biasa seperti pemakzulan 

(impeachment). Amerika Serikat dan Indonesia adalah contoh negara 

yang menganut sistem presidensial. Ciri khas sistem ini adalah posisi 

presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif (Lijphart, 2012). 

• Sistem Parlementer: Dalam sistem ini, terjadi peleburan atau fusi 

kekuasaan (fusion of powers) antara eksekutif dan legislatif. Kepala 

pemerintahan adalah seorang perdana menteri, yang merupakan 

pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas di parlemen. Kabinet 

dibentuk dari anggota-anggota parlemen dan secara kolektif bertanggung 

jawab kepada parlemen. Artinya, parlemen dapat menjatuhkan 

pemerintah kapan saja melalui mosi tidak percaya (vote of no 

confidence). Di sisi lain, perdana menteri biasanya juga memiliki 

wewenang untuk membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu 

dini. Dalam sistem ini, kepala negara (bisa seorang raja/ratu atau presiden 

seremonial) terpisah dari kepala pemerintahan. Contohnya adalah Inggris, 

Australia, Jepang, dan Malaysia. 
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Tabel di bawah ini merangkum perbedaan utama keduanya: 

Fitur Sistem Presidensial Sistem Parlementer 

Relasi Eksekutif-

Legislatif 

Pemisahan kekuasaan 

(terpisah) 
Fusi kekuasaan (melebur) 

Kepala Negara & 

Pemerintahan 

Dijabat oleh satu orang 

(Presiden) 

Terpisah (Raja/Presiden & 

PM) 

Sumber Legitimasi 

Eksekutif 

Dipilih langsung oleh 

rakyat 

Berasal dari mayoritas 

parlemen 

Masa Jabatan 

Eksekutif 
Tetap (fixed term) 

Tidak tetap, tergantung 

dukungan parlemen 

Tanggung Jawab 

Eksekutif 

Bertanggung jawab 

kepada rakyat 

Bertanggung jawab kepada 

parlemen 

Kedua sistem ini menciptakan dinamika politik yang berbeda, yang pada 

gilirannya memengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan pertahanan. 

3. Implikasi Struktur Pemerintahan terhadap Sektor Pertahanan 

Bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara bukanlah 

sekadar pilihan teknis ketatanegaraan, melainkan sebuah keputusan fundamental 

yang membentuk arena dan aturan main bagi seluruh aktor politik, termasuk 

aktor di sektor pertahanan. Implikasinya dapat dilihat dari beberapa aspek kunci, 

seperti rantai komando, proses legislasi dan anggaran, serta pengawasan 

demokratis. 

Implikasi dalam Sistem Presidensial Dalam sistem presidensial, posisi 

Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus panglima 

tertinggi angkatan bersenjata (commander-in-chief) menciptakan sebuah rantai 

komando militer yang tunggal, jelas, dan secara teoretis sangat kuat. Perintah 

dari presiden sebagai otoritas sipil tertinggi langsung mengalir ke jajaran militer 

melalui menteri pertahanan. Kejelasan ini dapat meningkatkan efektivitas 

pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan 

respons cepat (Mainwaring & Shugart, 1997). Presiden memiliki mandat 

langsung dari rakyat, yang memberinya legitimasi kuat untuk mengarahkan 

kebijakan pertahanan nasional. 
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Namun, konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan presiden ini juga 

mengandung risiko. Tanpa mekanisme checks and balances yang efektif dari 

cabang legislatif dan yudikatif, kekuasaan presiden atas militer dapat 

disalahgunakan untuk kepentingan politik domestik atau untuk mengabaikan 

akuntabilitas. Oleh karena itu, di negara demokrasi presidensial yang matang, 

peran parlemen (misalnya, Kongres di AS atau DPR di Indonesia) menjadi 

sangat krusial dalam mengimbangi kekuasaan presiden. Wewenang parlemen 

untuk menyetujui anggaran pertahanan, meratifikasi perjanjian internasional, 

menyatakan perang, serta melakukan fungsi pengawasan melalui rapat dengar 

pendapat (hearings) menjadi instrumen vital untuk memastikan kontrol sipil 

yang demokratis berjalan efektif (Pion-Berlin & Trinkunas, 2010). Dinamika 

politik antara presiden dari satu partai dengan parlemen yang dikuasai partai 

oposisi (divided government) dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam 

perumusan kebijakan pertahanan yang koheren. 

Implikasi dalam Sistem Parlementer Dalam sistem parlementer, wewenang 

atas angkatan bersenjata berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana 

menteri. Karena kabinet berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen, 

secara teoretis terdapat hubungan yang lebih erat dan pengawasan yang lebih 

melekat dari legislatif terhadap eksekutif dalam kebijakan pertahanan. 

Pemerintah harus terus-menerus mempertahankan kepercayaan mayoritas 

parlemen untuk bisa bertahan. Ini berarti kebijakan-kebijakan pertahanan yang 

signifikan, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri atau pembelian alutsista 

bernilai besar, harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan parlemen (Hague 

et al., 2019). 

Potensi kelemahan dari sistem ini adalah ketidakstabilan politik. Jika 

pemerintahan didasarkan pada koalisi multipartai yang rapuh, kebijakan 

pertahanan jangka panjang bisa sulit dirumuskan dan diimplementasikan secara 

konsisten. Perdana menteri dan menteri pertahanan harus lihai dalam 

bernegosiasi dengan mitra koalisi yang mungkin memiliki pandangan berbeda 

mengenai isu-isu pertahanan. Selain itu, meskipun pengawasan parlemen kuat, 

jika satu partai memiliki mayoritas absolut di parlemen (single-party majority), 

dominasi eksekutif bisa menjadi sangat besar, berpotensi melemahkan 

pengawasan efektif karena loyalitas partai mengalahkan fungsi kontrol kritis 

parlemen. Peran kepala negara seremonial sebagai panglima tertinggi simbolis 
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juga dapat menciptakan dualisme, meskipun dalam praktik, kendali operasional 

tetap berada di tangan pemerintah. 

Implikasi Bentuk Negara Bentuk negara juga memiliki dampak signifikan. 

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, seluruh kebijakan, strategi, doktrin, 

anggaran, dan komando pertahanan terpusat di tingkat nasional. Hal ini 

menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan memastikan adanya 

kesatuan komando (unity of command). Pemerintah pusat memiliki kontrol 

penuh atas pengerahan angkatan bersenjata di seluruh wilayah negara tanpa perlu 

bernegosiasi dengan otoritas sub-nasional. Namun, tantangannya adalah 

memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang terpusat tersebut tetap responsif 

terhadap ancaman dan dinamika keamanan yang bersifat lokal atau regional di 

berbagai daerah. 

Sebaliknya, dalam negara federal, tata kelola pertahanan bisa lebih kompleks. 

Meskipun pertahanan eksternal adalah domain eksklusif pemerintah federal, 

seringkali terdapat tumpang tindih yurisdiksi dengan negara bagian dalam hal 

keamanan dalam negeri dan penanganan bencana. Unit-unit seperti National 

Guard di Amerika Serikat berada di bawah komando gubernur negara bagian 

dalam kondisi normal, namun dapat diaktifkan untuk tugas federal oleh presiden. 

Koordinasi antara level pemerintahan ini menjadi kunci. Pembagian kekuasaan 

yang dijamin konstitusi juga berarti bahwa pemerintah federal tidak bisa begitu 

saja mendikte negara bagian dalam isu-isu tertentu, yang dapat memengaruhi 

pengerahan sumber daya untuk mendukung pertahanan nasional secara 

keseluruhan (Elazar, 1987). 

Singkatnya, tidak ada satu model struktur negara dan pemerintahan yang secara 

inheren lebih unggul dari yang lain dalam mengelola pertahanan. Masing-masing 

memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kuncinya adalah bagaimana setiap 

sistem mampu membangun mekanisme kelembagaan yang menjamin tiga hal: 

(1) efektivitas dalam menghadapi ancaman, (2) akuntabilitas kepada publik dan 

perwakilannya, serta (3) supremasi otoritas sipil yang dipilih secara demokratis 

atas militer. 
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